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R.EF'UNGSIONALISASI SISTEM BIROKRASI
PENYIDIKAN PERKA.RA PIDANA

Oleh
Maroni

Staf Pengajar Bâgian Hùkum Pidanâ Fakultâs Hùkum
Universitas Lampung

Abstract: Consequence criminal lanu enforcement is carried ol1t bA different institution, so
that bureaucraal functîon is impottant. To happen eJfectiue and efr.cient criminal justice is
need absolute good burcaucrac! existence iû lau enforcet institution bodV. Crimir.aljustice
exertion detectable ùarious obstacle, so that each lau enforcer apparatus is demanded has
same knowledge of law. Remembet Ltmeness eÀstence bureaucracy lau enJorcement in
poliee organization is compared judîciary bureaucracy and. judicatute, so necessatA
rcTrnctioning inùestigation buteauctacA especiallA in the feld of rcsùaint.

Keu words: refunctioning, bureaucracA, inuestigation.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana berbeda dengan
penegakan bidang hukum lainnya. Salah
satu karakteristik yang membedakan
penegakan hukum pidana yâitu
dilaksanakan oleh lembaga hukum tertentu
melalui prosedur dan mekanisme kerja
secara fuûgsional saling berkaitan yang
telah ditentukan secara limitatif
berdasarkan peraturân perundang-
undanBan. Lembaga-lembaga hukum
yang terlibal lersebut adalah kepolisian.
kejaksâan, pengadilan dan pemasyara-
kâtân. Ke-empat bâdan tersebul masing-
masing secârâ administratif berdiri sendiri.
Kepolisian berada di bawah Markas Besar
Kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan
mempunyai puncak pada Kejaksaan
Agung, pengadilan puncaknya oleh
Mahkamah Agung, sedangkan
pemasyarakatan berada dalam struktur
organisasi Departemen Hukum dâû Hak
Asasi Manusia.

Keadaan tersebut menurut perspektif
birokrasi akan mempengâruhi bekerjanya
sistem peradilan pidana. karena masing-
masing lembaga dalam melaksanakan
tugas dan wellenangnya akan
mengembangkan kebijakan (polrcy ) yang

menguntungkaD bagi kepentingan
pencapaiar tujuan lembaga. Dalam kaitan
ini menurut Satjipto Rahardjo (1986: 219),
masalah yang paling rumit dalam kaitan
ini adalah bagaimana mengolganisasikan
badan-badan tersebut ke dalam satu
kesatuan kerja, sedangkan masing-
masing mempunyai wewenang dan tugas
yang nola bene struktur birokrasinya
berbeda-beda. Apabila masing-masing
badan memegang tegùh birokrâsinya
maka eûsiensi dari administrasi keadilan
pidana sangat tergangu.

Adanya birokrasi dalam penegakkan
hukurn pidana, dikarenakan penerapan
keadilan dalam masyarakat membutuh-
kan pengelolaan, artinya tidâk hanya
diserahkan kepada masyarakat begitu
saja, rnelainkan harw ada lernbaga yang
beltugas untuk mewujudkan keadilan
tersebut. Mesiù administrasi dalam
penyelenggarâan penegakan hukum
pidana melibatkan âlat-alat perlengkapân
yang bekerja dalaû suatu sistem yang
didùkùng tata manejemen yang menjurus
kearah birokrasi dân satu kesatuan kerja
yang efisien unl uk menanggulangi
kejahatan (Purnomo, 1987 : 2o5). Hal
tersebut disebabkan sistem peradilan
pidana di hdonesia berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1981tentaûg Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) meng,anul asas'diferensiasi
fungsional dan instansional" yaitu
membedakan mâsing-masing fungsi dari
lembaga-lembaga dalam penegakan
hukum pidana. Alasân di alas sesuaijuga
dengan pendâpat Satjipto Rahardjo (r986r
zr8), bahwa penerapan keadilan pada
sistem hukum modern sangat
menekarkan pada struktur birokratis,
sedangkan Chambiiss dan Seidman dalam
kaitan ini menyatakan bahwa salah satu
ciri penegakan hukum dalam mâsyarâkat
mod€rn yatg dianggap menonjol, adalah
siiat birokratisnya (Rahardjo , 1986 : 45).

Selama ini salah satu hal yang kurang
mendapat perhatian ketika membicarakan
tentang penegakkan hukum pidana
adalah aspek birokrasi dalam penyeleng-
garaan administmsi peradilan pidana itu
sendiri. Padahal menelaah birokrasi sangat
penLing mengingal keberadaan birokrasi
selain dapat bersifat positif, jugâ dâpat
bersifat negatif, sebagaimana dinyatakan
oleh Peler M. Blau dan Marshall W.
Meyer. bahwa orga n isas i-orga n isasi
birokrasi adalah suatu alat yang efektif
untuk membantu kelornpok-kelompok
kuat mendominasi kelompok yang lain.
Birokrasi juga merupakan alat kekuasaan
yang paling utama bagi mereka yang
mengendalikan aparat birckrasi (1987 :

I6). Dalam hal ini Weber juga
menyalakan bahwa walaupun birokrasi
adalah universal dalam negara modern,
nanrun pada kenyalra nnyâ organisasi
birokrasi secara teknik adalah alat
kekuasaan yang amat maju ditangan
orang yang mengontrolnya (1989 : 41).
Sedangkan menurut Satjipto Râhardjo (TT,
46) bahwa birokrasi ini membatasi
penegakkan hul<um ke dalam uraian
jabatan yang dinl'atakan secara jelas dan
terpednci. Keadaan seperti ini dapat
menimbulkan pengaburan pengertian
antala "apa yang seharusnya dilakukan"
dengan "apa yang senyatanya dijalan-
kan".

Sebagai contoh, berdasarkan hasil
penelitian penùlis diketahlri bahua untuk
memenuhi kepentingan lembaga agar
proses penyidikan perkara pidana dapat
berjalan secara efektif dan efisien, maka
para penegak hukum mengembangkan
sendiri persepsi dan kriteria penggunaaû
upaya paksa penahanan dalam proses
penyidikan. Hal ini disebabkan selain
ketentuan tentang penâhanan dalam
KUHAP perumusannya dianggap kurang
jelas, juga dirasakan belum dapat
mememrhi kebutuhan dalam praktik. Oleh
ka re na itu pelaksanaan koordinasi
penahanan antar lembaga penegak hukum
dilakukan baik secara formal juga secara
informal.

Kajian dalam tulisan ini dibatasi tentang
prâktik birokrasi pada pelaksanaan
penahanân dan bagaimana strategi
membangun birokrasi dalam proses
penyidikan perkara pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif yaitu mengkaji dan
menganalisis asas-asas hukum yang dianut
dalam peraturan perundang-undangan
pidana yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Data yang diolah berupa data
sekunder yang berupa bahan hukum
primer, sekunder dan te6ier. Analisis data
dilakukan secara kualitatif yaitu dengan
cara menelaah, membandingkan dan
menghubungkan data yang selanjutnyâ
dilakukan interprestasi urtuk menjawab
permasalahan dan menarik kesimpulan
dengan cara deduktif.

III. I{-q,SIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga penegak hukum sebagai suatu
orgânisasi birokratis, tenturya akan selalu
berusaha mencari jalan yang sebaik-
briknya agar pekerjaan lembaga bisa
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Untuk itu lembaga didorong untuk
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mengembaDgkan suatu kebijakan yang
akan mengamankan jalannya orgânisasi
yang oleh Chambliss dan Seidman
(Rahardjo. t986: zz) dirumuskan sebagai
" maximizîng rewards and minimizing
strcins on the otganizotion" yaitù suatu
organisasi dan anggota-anggotanya
cenderung unluk menBganti tujuan-tujuan
serta kaidah-kaidah organisasi yang sesuai
dengan kebijakan-kebijâkan serta kegiatan-
kegiatan yang secara terus menerus
dijalankan yang al<an meningkatkan
keùntungan terhadap orgalisasi dan yatg
akan menekan hambatan-hambatan
terhadap organisasi. Sedangkan menurut
Satjipto Rahârdjo dâlam kaitan ini bahwa
lembaga-lembâga penegak hukum
mengembangkan nilai-nilainya sendiri di
dalam lingkungan organisasi tersebut.
Nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk
mendukung bekerjanya lembaga secara
baik. Dengan demikian terbentuklah suatu
"kultur penegak hukum".

Selain itu sama seperti organisâsi padâ
umumûya, lembaga penegak hukum selalu
diarahkan untuk mencâpâi tujuan tertentu.
Untuk mencâpâi tùjuân tersebut maka
orgarisasi dalam melaksanakan
kegiatannya akan berhadapan dengan
keadaaan yang dapat menguntungkan dan
menghambat jalannya organisâsi. Oleh
karena itu dalam menghadapi keadaan
yang demikian organisasi dan anggota-
anggotanya mengembangkan ke-
cenderungan untuk menggantikât tùjuân-
tujuan serta norma-norma formal
orgarisasi, kebijakan-kebijakan serta
tindakan-tindakan pada suatu saat dengan
sesuatu yang akan memaksimalkan
keuntungan dan meminimâlkan hambatan
terhâdap jalannya organisasi.

Dalam kaitannya dengan bekerjanya
lembaga penegak hukum maka tujuan
organisasi penegak hukum akan
ûrenentukan bagaimana tingkah laku dad
organisasi itu, dengan tetap mem-
perhatikan kepentingan organisasi te$ebut
yang harus hidup ditengah-tengah
masyarâkât. Oleh karena itu tujuan

tersebut lalu bedungsi untuk menuntun
organisasi sehingga sukses dalam
menialankan tugasrya di teûgah-tengah
masyarakat. Proses penyesuaian yang
demikian itu menurut Chambliss dan
Seidman (Rahardjo, r986: 59) menimbul-
kan gejala yang disebut goal suôshtufion
and goal displacement. Dalâm godl
substitution maka tujuan yang formal
digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan
langkah-langkah yang akan lebih
menguntungkan organisasi di satu pihak
dan di lain pihak menekansedapat mungkin
âIrcaman terhadâpnya. Sedangkan pada
g o al d kpl o ceme nt. tujuan-tujuan organisasi
yang sudah diterima dan diselujui
ditelantarkan demi untuk tujuan-tujuan
lâinnya.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
birokrasi peradilan pidanaberdasarkan
KUHAP )ang dilaksanakan oleh berbagai
organisasi yakni Kepolisian, Kejaksaan,
Kehakiman dan Pemasyarakalan. Masing-
masing instansi penegâk hùkum tersebut
walaupun telah diatur secara limitatif
tentang fungsi, tugas dan rvewenâûgnyâ
namun dalam pelaksanaânnyâ disyaratkan
m ut lak cdanya peningkatan keserasian
hubungan kerja dan koordinasi attar
iûstansi penegak hukum tersebuL

Apamt penegak hukum pidana tersebut di
atas dalam menjalankan fungsinya saling
berkaitan mulai dari tahap penyidikan
sampai pada tahap pelaksataan putusan
pengadilan ya ng lelâh mempunyai
kekuatan hukùm tetap. Bentuk keterkaitan
tersebut merupakan suâtu hubungan
fungsional, koordinatif dan pengawasan
sebagai pencerminan dari sistem pemdilan
pidana terpadu (Integrated Ctiminal
Juslice Srslem). H ubu ngan koordinasi
instansional dan fungsional tersebut tidak
dapat diarlikan secara subordinat artinya
bahwa instansi yâng sâtu merupakan
atasan dari iûstansi yang lainnya. OIeh
karena itu dalam penegakan hukum pidana
pendekatan sistemik berdasarkan ilmu
nânâjemen juga harus diterapkan.
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Berdasarkan gambarân di atas maka
menelaah birokrasi dalam perspektif ilmu
manajemen pada sistem pe.adilan pidâna
berarti menganalisis kaEteristik birokrasi
dalam penegakkan hukun pidana.
Karakteristik bitokrasi tersebut antara
lain: spesiliasi, adanya hirarki wewenang,
sistem peraturan, hubungan yang tidak
bersifat pribadi atau kelembagaan dan
formal (Blau & Meyet, ry87 | 27- r2),
Oleh karena itù untuk melihat aspek
birokrasi dalam sistem peradilan pidana
secara lebih mendalam, maka perlu
diperhatikan dimensi-dimensi analisis
terhadap birokrasi yang meliputil
1. Dime[si peranan (role dimension),

padâ tingkatan ini perhatian terutama
ditujukan pada ciri-ciri dan tingkah
laku individu dalam peranan mereka
sebagai anggota organisasi;

2. Dimensi kelompok (group dimension),
dimensi ini adakalanya disebul dimensi
"struklural'. Pada tingkatan ini
perhatian ditujukan kepada pengaruh
aktivitâs seseorang (atau beberapa
orang) terhadap tingkah laku orang
lain, biasanya juga ditujukan kepada
proses-proses sosial yang mewarnai
organisasi-organisasi informal dalam
kelompok-kelompok kerja;

3. Dimensi organisasi (organizational
dimension). pada tingkatan ini
perhalian terpusat kepada organisasi
secara utuh (Martin Alblow, 1989: 83).

Dalam rangka pelaksanaan Sistem
Peradilan Pidana Terpadu berdasarkal
KUHAP, maka pemrujudan birokrasi dalam
penyelenggaraan administrasi peradilân
pidana tergambar dari adanya ketentuan
tentâng lrubunSân kerja dan koordirrasi
antar penegak hukurn dalam penanganan
suatu perkara pidana. Dalam kâitannya
dengan proses penyidikan maka bentuk
hubungan kerja dan koordinasi antar
penegak hukum diatur dalam Pasal z4
juncto Pasal 109 ayat (1) tentâng
penahanan dan Pasal lro juncto Pasal 138
KUHAP te[tang Pra-penuntutan.

Salah satu perwujudan hubungan
koordinasi instansional, fungsional dan
pengawasan antara penegak hukum dalam
proses penyidikan khususnya dalam hal
penahanan tercantum di dalam Pasal 24,
25,26,22 dan 28 KUHAP. Berdasarkan
ketentuan pasal-pasal tersebut diperoleh
gambaran bâhwa aparat penegak hukum
dalam melakukan penahanan terhadap
tersangka dan terdakwa memetlukan
hubungan koordinasi tungsional sebatai
prasyant keabsahan formil dari tindakan
yang dilakukannya.

Bentuk hubùngan antar penegak hukum
tersebût sebagai berikut:
â. Penyidik dengan penuntut umum

dalam hal perpanjangan penahanan
pada tahap penvidikan;

b. Penuntut umum dengao ketua
pengadilan negeri dalam hal
perpanjangan penahanan pada tahap
penuntutaû;

c. Hakim peDgadilan negeri dengan ketua
pengadilan nege yang bersangkutan
dalam hal perpanjângan pada tahap
pemerikaan di sidang pengadilanr

d. Hakim pengadilan tinggi dengan ketuâ
pengâdilan tinggi yang bersangkutan
dalam hal perpanjangan penâhanan
pada pemeriksaan tingkat banding;

e. Hakim agung dengan ketua
mahkamah agung dalam hal
perpanjangan penahanan pada
pemeriksaan tingkat kasâsi.

Hubrngan keria antar apârat penegak
hukum tersebut di atas dilakukan secara
te.tulis d.rn sekaligus merupakan alat
pengalvasan ântar apaÉt penegak hukum
sebagai perwujudan pelaksanaan
rdminislrasi peradilan pidana. Hal ini
mengingat fungsi administrasi pemdilan
pidana ada dua yaitu:
1. Administrasi peradilan pidana

dipandang sebagai instrumen (âlat)
pengawasaD sosial dengân cara
mcnegakkan peraturan yang terdapat
dalam hukum pidâna materiil;
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2. Admiristrasi peradilan pidaûa
merupakâû alat untuk melindungi hak-
hak individu dan kemerdekaan
peroranSan tersatgka ataupun orang
lain.

Sedangkan lujuân pokok administrasi
peradilan pidana ialah:

1. Pencârian fakta atau menemukan
kebenaran hakiki;

2. Tidak membeda'bedakan golongan
atau strata terhadâp pelaku tindak
pidana;

3. Untuk mencapai statu keputùsan
pengadilan yang dapat diterima secara
umuin.

Dalam rangka membangun birokrasi
sehingga untuk tercapainya efektivitas
dalam penyelenggaraan administrasi
peradilan pidana oleh âparat penegak
hukum berdasarkan sistem peradilan
terpadu, maka mutlak dibutuhkan adanya
standar keahlian (skill) dalam bidang
hukum Sang sama bagi mâsin8-masing
lembaga penegak hukum khususnya pada
proses pra-adjudikasi dan adjudikasi
pemeriksaan perkara pidana.

Kondisi saat iri, apabila berdasarkan
undang-undang kejaksaan dan undang-
undang kehakiman mensyatatkanbagi
aparâ lnya harus berpendidikan sarjcna
hukum, sedangkan undang-undang
kepolisian tidâk. Padahal kedudukan
kepolisian sangat strategis dalam
penegâkan hukum pidane karena sebagai
lembaga yang berwenang untuk
mengidentifikasi dan menentukan apakah
suatu perbuatan dikatâkan sebagai tindak
pidana dan pelakunya akan di proses dalam
sistem peÉdilan pidan à (police is gatekeeper
of the criminal process).

Perwujudan karakteristik birol<rasi dalam
tubuh lembaga Kepolisiat Republik
Indonesia (Polri) yaitu adanya penentuan
secara limitatiT tentang syarat
kepangkrtan anggola polri sebagai
penyidik. Dengan kata lain bahwa tidak
semuâ anggota polri menjadi penyidit,

Hanya anggota polri yang berpangkat
perwira yang dapat diangkat menjadi
penyidik. Adanya sp€sialisasi jabatan
dalam tubuh polri tersebut, mengingat
anggota polri yang rnenjadi penyidik
dapat diibaratkan sebagai'seorang
menejer', karena dikepalanyalah awal dari
bekerjanya mesin sistem peradilan
pidaùa. Dalam kondisi seperti itu,
tentunya mereka memiliki diskresi dalam
arti adanya kebebasan untuk mengambil
kepùtusân yang bersifat individual, yaitu
bagaimana dan kapan mereka memenuhi
kewajibannya yang berkaitan dengan
tùgâsûya ( Santo, 1993 : 19).

Adanyâ kebijakan tentang syarat
kepangkatan peûyidik tersebut lampak-
nya d isesuaika n dengân leori-teori
pengambilan keputusan dalam orgasisasi.
Hal tersebut mengingat apabila dilihat
dari sudut pendekatan manejemen ,
penyidik termasuk sebagai kelompok
orang yang menduduki jabalan pimpinan
dalam organisasi polri. Menurut Soûdang
P. Siâgian (1988:4), bahwa kelompok
plmpinan dâlâm sual u organisasi
biasanya dikatagorikan menjadi tiga
golongan, yaitu rnenejemen puncak
(MP), manejemen tingkat madya atau
menengah (MM), dan menejemen tingkat
rendah (MR). Sedangkan apabila dilihat
dari jenis keterampilan yang mutlâk
perlu dimiliki unluk ketiga kataSori
manejer itu diperlukan dua jenis, yaitu
keterampilan manejerial (Managerial
Skills/MS) dan keterampilan teknis
(Technical Skils/ TS).

Hal tersebut menunjukkan bahwa
sernakin tinggi kedudukan seseorang
-dalam hirarki kepemimpinan dalam
organisasi, semakin menonjol pula arti
dan peranan keterampilân manejerialnya.
Sebaliknya, semakin rendah kedudukan
seseorang dalam organisasi, pengetahuan
yang spesialistik dan teknis semakin
diperlukan. Akan tetapi kedudukan
manejerial yang paling rendah sekalipun
sudah menuntut adanya keteÉmpilan
)âng sifatnya manejerial, karena ia sudah
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mempunyai bawahan yang harus
digerakkannys dalam penyelenggaraan
berbagai keglâlan operasional. Selàin itu
dalam pengambilan keputusan, terdapat
puia perbedaan antara ketiga kelompok
pimpinan tersebut. Dalam suatu
organisasi, terutamâ yang besar dan
komplek. kelompok mana.iemen puncak
biasanya lerliba I dalam pengambilan
kepulusan yâng sifal nya strategis.
kelornpok pimpinan I ingkat maàya
berlanggung jawâb atas penga mbllan
keputusan yang sifalnya teknis. sedangkan
kelompok pimpinan tingkat bawah
bertanggung jàrvàb atâs pengambilân
kepu Iusan yang sifatnya operasional
(Siâgian, 19BB: 5).

Berdasarkan uraian di atas, nampaknya
penyidik selaku penegak hukum dapat
dikatagorikan sebagai kelompok pimpinan
dalam orgon isasi kepolisian sebagri
manajemen lingkât rendah (MRt. yrkni
manaJer yang memiliki lebih besar
technical skills dan sifat keputusan )ang
diambi)nya yakni bersifat ope;asional. Oleh
karena i1u sudah sprvajarnya bagi anggota
Polri yang akan menjcdi penyiàik harus
memenuh i persyarâ(an tertentu. Svârâr
kepangkatan (pengâlâman) dipandang
belum. cuku-p untuk menjadikan seorang
penyidik telah mumpuni suaLu perkarà
pidana. Selain kepangkatan, p"ngàtul,ron
tentang hukum mutlak dibutuhkan oleh
seorâng penfdik. Hal ini mengingat peran
penyidik dalam menghadapi perkaia pidana
dalam tahap penldikan yakni menciri dan

,mengumpuJLan bukl i-bukli yang dengan
bukti-bukti tersebut dapat membuat terrng
suatu tindak pidana dan menemùkan
tersangkanya. Bukti-bukti yang dica oleh
penldik a nggoLa polri tersebut harus sesuai
dengan buldi yang sah menurut hukum
(Pasal r84 KUHAp) lâng diangkat dcri
peristiwâ yang terjadi sekaligus memenuhi
unsur-unsur pasal ketentuân pidana lang
dllanggârnya. Keadaan yang sama juta
dibutuhkan oleh lenrbaga p"neg,ak huiu.
lâinn)a yailu kejaksaan, pengàdilan dan
pemasyarakatan.

Dengan ad a n1a standâr pengetahuan
hu*.um yang sâma dianlara penegak
hukum diharapkan walaupun dalam proses
penyerenggaraan administrasj peradjlan
Pldanâ menPmukan kendd la, namun
masing,mû\ing a pa rat penegak hukum
sesual.dengan filngsin)â dapat mengatasi
kendala yang dihadapi teriebut dengan
cara mengembangkan persepsinra,enàiri
yang disesuaikan dengân tujuan dan
kepentlngan organisasi masing_masing.
Persepsi dimaksud dapat "di 

terima
sepanjang masih dalam karidor ùntuk
mendapal kan kebenaran materil (subslance
frulà), sehingga peradilan pidana dapat
berjalan sesuai dengan iujuan 5angdrhârapkân vaitu dapat menanggulangi
J{eJâhâlan. resosialisasi lerpidana dan
terwuJudnya kesejahteraân umum.

Berdasarkan ha.il penelitian penulis maka
praktik bilokrasi lentâng hubungân kerja
dan koordinasi dalam pelaksaùan dan
pengâwasa n penâhânan pada Df(,ses
penldikan adalah sebagai berikut:

Setelah pihak tepolisian menangkap
tersangka maka dalam waktu sâtu kalidlr;
puluh empat jam segera diterbitkan Surat
Perintah Penahanan (selânjulnyâ dalam
lulisan ini disebut Spp) dan Berita Acara
Penahanan. Setelah itu diterbitkan Sumt
Pemberitâhuân Dimulainya penyidikan
(SPDP) untuk disampaikan kepadi oihak
kejaksaaan sebagaimana dimaisud pcsal
to9 ayar (r) KUHAp. Dalam prakiik
walâupun menurut pihak kepolisian bahraa
ketik.r penl idik melakukan penahanan
sÊtrâp SPP ditembuskan kepada inslansi
terkail. nâmun menurut pihak Kcjcksaan,
Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara
(Rutan.) bâhwa mereka lidak pernch
menerima tembusan Spp dari Dihakpenyidik. Sehinggc nrenurut oihak
kejaksaan limbul anggapan bahwa setiap
SPDP kemungkinan besar tersangkanya
ditah.an. Oieh sebrb itu dâhm praktii SpDp
drJcclrkân ukurîn bagi pihak kejrksaan
untuk mengabulkcn permintaa n per-
nânjângan penrhanân dari pihâk kcpolisirn
lalaupun tidâk ada Spp. Dalam praktik Spp
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baru disampaikan pihak penyidik keprda

kejaksaân bersamaa n dengan permohonan

perpanjangan Penahanan.

Begitu juga mengenai SPDP, walaupun
melnurut ketentuan Pasal 109 ayat (1)

bahwa dalam hal penyidik telah mulai
melakulan penyidikan sualu peristiwi
yang merupakan tindak pidana. pen5 idik

memberitahukan hal ilu lepâda penunlut

umum. Namùn dâlan Praktik SPDP

tersebut disampaikan kepada pihak
keiaksaan tidâk Pernah Pada awal
oenvidikan. Kebi.iakan pihak kepolisian
ie.sebut nampaknya mengacu pada Hasil

Kesepakatan Rapat Kerja Penegak Hukrrm

Tingkal I Lâmpung tanggal 25 Mei r9g2

r an-e menetapkan bthwa SPDP akân

iiteibitkan apabila sudalr jelas merupakan

tindak pidam dan mempunyai bukti yang

cukup. Hal ini didasarkan pertimbatgan
banvàknva SPDP Yang men un88ak
p"ny"l""uiunny, sehingga perkâra lersebul
tidak sâmpai pada tahap penuntutân.

Beralasarkan hasil penelitian penulis
meturut pihak kepolisian dan kejaksaan
yang penting penyâmpaian SPDP dan SPP

tersebut belum mele!\âti masa penahtnan

dua puluh hari sebâgaimana diatur dalam

Pasai z+ ayat (l) KUHAP. sebâb apâhilc
telah melewati masa penahanat tersebut

maka konsekuensinYa Permohonan
DerDanianqân penahânan dari pihak
i."pàli.iun ikun ditolak pihâk kejaksaan

Adanra kebiia kan lersebut nampaknya
m".upukan Pe rl, ujudan koordinasi
informal antara pihak kepolisian dan

keiaksaan dalam menghadapi kendala-
kÀdala birokrasi dalam pelaksanaan
penahanan pada proscs penyidikan seperti

tanyaknya tunSSakan SPDP, sehingSa
penahanan dapat dilakscnakcn secara
efektif dan efisien. Adanya ketentuan
KIJHAP mewajibkan pihak kepolisian
memberitahukan kepada pihak kejaksaan

apabila mulai melakukan penyiclitan
dimaksudkan dalam rangka pengâ$r'asân

horizontal antar instansi penegak hukum
dikarenakan semenjak berlakunya KUHAP
fungsi penyidikan tidak lagi berada di barvah

koordinasi pihak kejaksaan seperti pada
waktu berlakunya Het Herziene Inlands
Reglemen (HIR).

Idealnya dalam rangka pelaksanaan
integrated criminal Justice system, maka

ketika penyidik mulai melakukan
penahatan memberitahukan tinilakatnya
tersebut kepadâ instansi terkait.
Pemberitahuât tersebut tujuannya selain
untuk kepentingan koordinasi pelaksanaan

dan pengawasan peûahatran mengingat
nantinya pihak penyidik akan mengajukau
perpanjangan penahanan, sekaligus
ketentuan birokrasi tersebut dapat
meûrbelikan jaminan perlindungan
terhadap hak asasi tersatgka. Alâsan di atas

sesùai dengan Petùnjuk TekDis tentang
Penahanân yang dikeluarkan oleh Markas
Besa r Kepolisian Republik lndonesia
(Mabespolri) Nomor. Pol.: Juknis/04/II/
rg82 tanggal l8 Februari 1982' yang
menelapkan bahwa baik Surat Perinlâh
Penahanan (Form Serse: A.6), PetanS-
guhan Penahânaû (Form Serse: A.6.or),
Pengalihan Jenis Penahanan (Fom Serse:

A.6.oz) dan Pengeluaran Tahanan (Form

Serse: A.6.os) harus dibuat dalam rangkap
sepuluh dengan Pembagian sebagai

berikut:
- sebanyak 4 (empat) lembar unhrk berkas

perkara;
- iebanyak 1 (satu) lembar untuk

tersângka;
- sebanyak 1 (satu) lembar untuk keluarga

tersangka;
- sebanyak 1 (satu) lembar uttuk

pengadilan negeri;
- iebànyak 1 (satu) lembar uttuk

nenùntut umum:
-, sebanyuk I (sâtu) lembar unluk pejabat

Rutan, dan
- sebanyak , (sttu) lembar unLuk arsip;

Selain ilu adanyt kebijakan penldik tidak
memberilahukân tindakân penahânan

sebâgaimana yang lelah diuraikan di atas,

menirul hemat penulis disebabkan adanla
kecenderungan pihak kepolisian untuk
melindungi kepentingan lembaganJa yang
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berfungsi selain penegak hukum, juga
sebagai penyelenggara keamanan dan
ketertiban masyarakat. Konkdtnya jika ada
tersangka yang dikenakan penahanan
kemudian dibebaskan karena sesuatu hal
seperti tidâk cukup bukti, dan lain
sebagainya rnâka instansi penegak hukum
terkait tidak mengetahui tindakaE tersebùt.
Sedangkan apabila setiap tindakan
penahanan yang dilakukan oleh penyidik
dilaporkan ke instansi lain yang kemudian
perkaranya tidak diteruskan, maka ini
bemrti akan menjadi tunggakan perkara
bagi pihak kepolisian.

Tindakan yang diambil pihak kepolisian
tersebut dapat dimaklumi, rnengingat dari
perspektif birokrasi bahwa sebagai suatu
organisasi lentunya lembaga kepolisian
akan selalu berusaha mencari jalan yang
sebaik-baiknya agar peterjaan lembaga
dapat dilaksanakan secâm seksama, Untuk
itu lembaga kepolisian didorong untuk
mengembangkan suatu kebijakan yang
akan mengamankan jalannya organisasi,
yang oleh Chambliss dan Seidman
dirumuskan sebagai "maximizing rewards
and minimizing sttains on the
organization", yaitu suatu organisasi dan
anggota-anggotanya cenderung untuk
menggatti tujuan-tujuan serta kaidah-
kaidah organisasi yarrg sesuai dengaD
kebijakan-kebiiakar serta kegiatar-
kegiatan yang secara terus menerus
dijalankan yang akan meningkatkan
keultungan telhadap organisai dan yang
akan menekan hambatan-hambatan
terhadap organisasi. Sebagai suatu
orgânisasi yang disusuû secara rasional,
kepolisiân juga tidak luput dari melakukan
tindakan-tindakan yang didasarkan atas
pertimbangat dan kepentingan dalam
mengejar tujuan-tujuannya, sebab
penghargaan akan keberadaan suatu
organisasi dipengaruhi oleh tingkat
keberhasilannya dalam menjalankan
fungsinya. Dalam kaitan iDi menurut
Susanto (1993:7) bahwa sehubungan
dengan tugas penegakan hukum, maka
keberhasilan polisi paling tidak dapat dilihat
dari dua aspek yâitu:

(1) keberhasilan yang dapat diukur,
misalnya dalam menekan angka
kejahatan;

(z) keberhasilan dalam memenuhi
keinginan masyarakat dalam
memecahkan masalah-masalâh
kejahatâl tertentu.

Hubungan kerja dan koordinasi
pelaksanaan penahanan antara pihak
kepolisian dan Rumah Taharan Negara
(Rutan) dilakùkan dengan cara pertama-
tama pihak penyidik menyerahkan
tersangka besertâ sùrat-surat yaDg
berkaitan dengan penahanan tersangka
yang bersangkutan, seperti:

a. Surat Pengantar Penitipan Tahanan ke
Lembaga Pemasyarakatan/Lapas atâu
Rutan;

b. Surat Pe ntah Penahanan;
c. Surat Perpanjangan Penahanan, jika

tersangka yang bersangkutan masa
penahanannya lebih dari 20 hari;

d. Pasfoto tersangka ukuran 3x4 inci;
e, Kartu Sidik Jari tersangka yang

bersangkutan lengkap dengan pasfoto
dan data pribadinya yang nantinya
akan dimirta kembali setelah pihak
Lapas/Rutan membubuhi putusan
pengadilan pada kolom tersedia.

Dalam Praktik mekanisme penerimaan
tahanan di Lapas/Rutan Rajabasa Bandar
Lampung dilakukan dengan cara yaitu
pada waktu menerima tahanan dari
penyidik, petugas keamanan Lapas/Rutan
harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Memeril$a dengan teliti surat-surat

sebagai dasar penâhânan;
2. Mencocokkan nama serta identitas lain

tahanan dengan surat penahanannya;
3. Mengadakan penggeledahan badan dan

atau bamng tahanan;
4. Membuat Berita Acara Penerimaan

Tahanan,

Apabila tahânan yang dikifimkan ke Lapas/
Rutan tclâh memenuhi âdministrasi
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Denahanan secara lengkap. maka petugas

L""aunan akan mcneruskannya kepada

KeDâla LaDas/Rutan untuk mendapatkan
oeisetuiuin dan selanjutnya dibuatkan
berita Acara Penerimaan Tahanan (Model:

8A.16). Berita Acara tersebut dibuat
rangkap dua, rnasing-masing untuk
pejabat yang melakukan penahanân dân

ârsip Lapas/Rutan. Pelugas keamanan
selanjutnya membawa tahanan kepada
Baeian Reeistrasi untuk didaftarkan dalam

Bùu Relistrasi Tahanan yang berisi
tentang id;ntitas pribadi tahanan, tindak
pidana yang tlipersangkakan, lamanya
masa penahaIrân, perpanjangan masa
penahanan, dan masa berakhirnYa
palahanan.

Khusus mengenai sura t perpanjângan
oenahanan dari instansi lerkail yang harus
àdu dulu. berkas penahonan ketika
menitipkan tahanan di Lapas/Rulan. dalam
praktik âpabila suraL perpanjangan
oenahanan belum dilerima oleh penldik'
maka untuk sementcm dapat melampirkan
salinan/copy surat Permohonan
oeroanianqan penahanan dan apabila telah

àiterima"selànjutnya penyidik wajib
menyerahkan kepada pihak Lapas/Rutan.
Adanya kebijakan pihak Lrpas/Rutân
seperii ini nampaknya merupakan salah

satu perwujudan koordinasi informal
antari pihak penyidik dengan pihak Iapas/
Rutan dalam menghadaPi kendala
koordinasi di lapangan Hal ini dilakukan
mengingat ada kemungkinan Proses
Dembuatan surat perpanjangan penâhanan

àengalami hambatan dan di lain pihak

aoablla pihak Lapas/Rulan menolak
menerima titipan tahanan akan dipandang
terjadi ketid ak-seim ba nSan anlârâ
perlindungan hak asasi seseorang tahanan

àengan kepentingan umum yang dapat
menimbulkan keresahan dalam rnasyara-

kat.

U[tuk mengatasi masalah tersebut
berdasarkan I-lasil Keputusan Bersama
Mahkamah Agun8, Departemen Kehâkim-
ân, Kejaksaan Agung dan KePolisian
Republik Indonesiâ (Makehjapol) II Tahun

1984, bahwa a8ar permintaan Pe!-
panjangan penahanan sudah diterima dari
penldik oieh kejaksaan tiga hari sebelum
masa penahanan habis dengan dilampirkan
r€sume sederhana dan kejaksaan sudah
menyiapkan perpanjangan penahanan
tersebut satu hari sebelum habis masa
penahanan yang diambil sendiri oleh
penyidik. Bagi daerah-daerah yang sulit
transportasinya/komunikasinya maka
permohonan perpanjangat penahanan
serta jawabannya dâpat dikirirnkan melalui
telegram ataù alat komunikasi elektronik
lainnya disusul kemudian dengan surat

Iv. PENUTUP

Adanya aspek birokrasi dalam penegakan
hukum pidana dikarenakan penegakan
hukum pidana dilaksanakan oleh banyak
lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasya-
rakatan. Bekerjanya keempat lembaga
penegak hukum te$ebut didasârkan pada

konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(lnLearolpd Criminal Juslice Sysrem) yang

impl-ementasinya disesuaikan dengan
kepentingan dan tujuan dari masing-
masing lembagr penegak hukum sepanjâng
masih dalam [aridor untuk mendapatkan
kebenaran materiil.

Mengingat dalam PenYelenggaraan
birokiasi peradilan pidana dapat ditemukan
berbagai kendala. maka masing-masing
oeneeik hukum ditunlut memiliki
p"ngËtuhu"n hukum yang sâma Untuk
menduluûg terwujudnya penyelenggaraan
peradilan pidana yang efektif dan efisien
mirtlak diperlukan adanya birokrasi yang

baik dalam tubuh masing-masing lembaga
penegak hukum. Oleh karena itu
*"^bungun birokrasi lembaga penegak

hukum pidana cgar lebih berfungsi
dipandang sangat pentitg dan segera
màneingat saat ini mtsih ditemukan
adan!a letimpangan biroklasi dalam tubuh
organisasi kepolisian dibandingkan
organisasi ltejaksaan dan kehakiman.
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Pelaksanaan birokrasi dalam proses
penyidikan perkara pidana khususnya
dalam hal penahanan didasarkan pada
ketentuan Pasal 24 juncto Pasal 1o9 ayat
(1) KUHAP dan peraturan turunannya.
Penyelenggaraan Birokrasi pelaksanaan
peûahanan antar aparat penegak hukum
dilakukan secara formal dan informal.
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